
BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTATO

PF;RATIIRANT I'AERAII IIABIIPATEIY BOALDUO

' ilotoR 6 TAHI lt 2016

TEIYTAISG

ATYGC}ARAIT PETTI}APATAIT DAIY BEI"AIYJA, DAERITTI

TAIII'il AITGGARAIT 2AI7

DTITGAIT RfiIUA'T TUHAIT YAITG UAIIA EBA

BI'PATI BOALTMO,

Menirnbang : a. batrwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal

311 ayat (U Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentang kmErintahan Daerah, Kepala Daerah wajib

mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

disertai penjelasan dan dokumen dolnrmen

pendukunslya kepada DPRD sesuai dengan walctu yang

telah ditenhrkan oleh ketentrran Peratrrran Perundang -
Undangan untuk memperoleh prsehrjuan bersama;

b. bahwa Peraturran Daerah tentang Anggaran Pendapatan

dan Belar{a Daerah {APBD) yang diqiukan sebagaimana

dimaksud dalam hurarf a, merupakan perwqiudan dari

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun zAfi yang

dijabarkan kedalam kebiialran umum APBD serta

prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati

bersarrra antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada

tanggal 24 November 2O 16;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peratuan Daeralr Kabupaten Boalemo tentang Anggarart

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2Ol7;



Mengingat :1.Undang-UndangNomor2STahun1999tentang
Fenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahQ'n

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomorSSElh

2.Undang.UndangNomorS0TahunL999tentang
pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahart

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899)

sebagaimana telah diubah dengan undang - undang

Nomor 1O Tahun 2000 tentang Perubahan atas ndang -

undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pemhentukan

Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tarnbahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

3. Undang - undang Nomor L7 Tahun 2oos tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 42861;

4.Undang-UndangNomorlTahun2oQ4tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang

Pemeriksaan 'Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aao0l;

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2L);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara: t.',':' " /l)

6.

7.

8.

J,



Republik Indonesia Tahun 2OQg Nomor 13O Tambahan

I,embaran Negara Republik Indonesia NomQr 50a9);

9, Undang Undang Nomor 12 Tahun 201t tentang

Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun20ll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor $23a1;

10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tartbahan Lembarart

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang -
undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua

AtasUndang-UndangNomor23Tahun2al4tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6679);

1 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 292,Tarrrbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2O01 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan

pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Reprrblik Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang

Peiak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 I.{or-nor ,118, Tambaha:a Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO1 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (kmbaran

Negara Republik Indoneeia Tahun 2QQ4 Nomor 90, ,

lt),



TambahanlrmbaranNegaraRepubliklndqnesiaNomor
4416|sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7

tentangPerubahanKetigaAtaSPeraturanPemerintah

Nomor24Tahun2004tentangKedudukanProtokoler
danKeuanganPimpinandanAnggotaDewanPerwakilan

Ralqyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun2oorNomor4T,TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 47l2l;

16. peraturan Pemerintah Nomor 23 TahUn 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOs

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 137, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesa Nomor a575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 1.38, Tambahan

Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 45761

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2oo5 tentang

sistem Informasi Keuangan Daerah (LembaraI Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor J.10, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51'55); 
!

19. Peraturan Per,nerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang

Hibah Kepad3 Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 139, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a5771;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20OS tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Neg.ara Republik Indonesia Nomor a5781;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2o05 tentang

Pedoman Pen5rusunan dan Peneraparr Standar
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Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun20osNomorlsO,TambahanLembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a585);

22. peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

PelaporanKeuangandanKinerjalnstansiPemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a6fil;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 7L tahun 2010 tentang

StandarAkuntansiPemerintahan(LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

24.PeraturanPemerintahNomor30Tahun2ol1tentang
PinjamanDaerah(LembaranNegaraRepubliklndonesia

Tahun }OLL Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OQ6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 L TahUn zolt
tgntang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 201 1 Nomor 3 10);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2OA7

tentang Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum

Daerah;

27, Perafiiran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun }OLL

tentang Pedornan Pemberian Hibah dan Bantuan sosial

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

d.ttgrt, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L4

Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62

tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan

Tahun 2011

operasionar 
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Sekolah(BeritaNegaraRepubliklndonesiaTahun?o11
Nomor S0Z1;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

NegaraRepublikIndonesiaTahun20lSNomor20S6);

30. Peraturan Mentefi Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2Qt6

tentang Pedomdn Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ot7 (Berita

NegaraRepubliklndonesiaTahun2OL6NomorSTa\

31. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun

IOLL tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah(LembaranDaerahKabupatenBoalemoTahun
2ollNomor2,TambahanLembaranDaerahKabupaten
Boalemo Nomor tT Ll;

Memperhatikan : 1, Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor :

4lll2affIll2ol6TentangEvaluasiAtasRancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Tentang

AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahKabupaten
BoalemoTahunAnggaran2oLTdanRancangan
Peraturan Bupati Boalemo Tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Boalemo Tahun Anggaran 2Ol7;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Boalemo Nomor : 28 Tahun 2016 Tentang Persetqiuan

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Bodemo

Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo

Tentang Anggaran Tentang Pendapatan dan Bela.nja

Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2Ot7

Menjadi Peraturan Daerah.

Deagan Persetqiuau Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERATI I{ABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSI(AN :

PERATURAN DAEBAII KABUPATEN BOALPMO TENTAITG

AI{GGARAN I PPUO*PAIAX DAI{ BTLIINJA DAERAII

TAIIUN ANGGARAN 2OI-7,
I
tt+,/

Menetapkan :

I



Anggaran PendaPatan dan

berikut :

1. PendaPatan

2. Belanja Daerah

Pasal 1

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2QL7, sebagai

Rp.789,8 42,218,875,'

Rp'776,9 1 3.7 1 8,875'.:

Rp. L2,928,5O0,000,-

Rp. 571,500,000,-

0,00,-

3.

SurPlus/(DeIisit)

Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

PembiaYaan Netto RP'

Sisa L,ebih Fembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :

Rp.

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

b. Dana Perimbangan sejumlah

a. Pendapatan Hibah

b. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus

sejumlah

d. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau

Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp 90,593,398,000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis PendaPatan :

a. Pqiak daerah sejumlah

b. Retribusi daerah sejumtah

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan sejumtah

d. Lain - lain pendapatan asli daerah

yang sah sejumlah

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada

dari jenis pendaPatan :

a. Dana Transfer umum sejumlah

b, Dana Transfer khusus sejumlah

Pasal 1 terdiri dari :

Rp. 35,801,410,875,-

Rp.663,447 ,410,000,-

Rp. 4,885,018,00O,-

Rp. 2,344,169,000,-

Rp. 5,000.000.000,-

Rp. 23,572,223,875,-

ayat (1) huruf b terdiri

Rp.472,604,092,000,-

Rp.190,843,318,000,-

Rp. L,737,2OO,OOO,-

Rp, 15.000.000.000,-

Rp. 73.688.198.000,-

Rp. 168.000.000,-

(4) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
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Paeal 3

(1)BelanjadaerahsebagaimanadimaksuddalamPasallterdiridari:

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp'407'872'530'910'-

b. Belanja Langsung sejumlah Rp'369'041'187'965'-

(2)BelanjaTidakLangsungsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufa
terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah :

b. Belanja bunga sejumlah

c. Belanja hibah sejumlah

d. Belanja bantuan keuangan sejumlah

e. Belanja tidak terduga sejumlah

(3) Belanja langsung sebagaimana, dimaksud pada

dari jenis belanja :

b. Belanja barang dan jasa sejumlah

c. Belanja modal sejumlah

Pasal 4

pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

Rp,295,9 L2,4O7,978,-

Rp. 5.00O.000.000'-

Rp. L2,246,240,500,-

Rp. 93,713,882,432,-

Rp. 1.OOO.0O0.OOO,-

ayat (1) huruf b terdiri

Rp. 50,796,973,563'-

Rp.137,281,S13,O52,-

Rp.180,962,4OL,350,-

(1)

a. Penerimaan sejumlah

b. Pengeluaran sejumlah

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud

jenis pembiaYaan :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran

RP. 571,500,000,-

RP. 13.500.00O'000,'

pada:ayat (1) huruf a terdiri dari

Rp. 571.500.000,-

ayat (t) huruf b terdiri dari

Rp. 13.500.000.000,-

Pasal 5

uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

di maksud dalam Pasal 1., tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

sebelumnYa (SILPA) sejumlah

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada

jenis pembiaYaan :

a. PembaYaran Pokok Utang

1. Lampiran I

2. L,ampiran II

3. Lampiran III

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan,

Belanja dan PembiaYaan; 
/Lr,
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4. LamPiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan

5. LamPiran V

Pemerintahan Daerah Organisasi Perangkat Daerah'

Program dan Kegiatan ;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselara$an dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daeratr dan

Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan

Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

jabatan;

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di

tetaPkan dengan Peraturan daerah ;

Daftar Kegiatan- kegiatan tahun anggaran

sebelumnya yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;

Dafteu Pir{aman Daerah dan Obligasi Daerah'

6. LamPiran VI

7. LamPiran VII

8. LamPiran MII

tr

9. LamPiran IX

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Betanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan'

,Pasal 7

peraturan Daerah ini mulai berrakr.r pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Boalemo. '.'

Ditetapkan di Tilamuta

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggalM 2016

SEKRETARIS KABUPATEN BOALEMO

ABD. HAMID

(LrMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMo TAHUN 2016 NOMOR b 
7

NOREG PERATURAN . DAERAH KABUPATEN BOALEMO PROVINSI

GoRoNTALo NoMoR b lzoto

Pada tanggafi Desembet 2Pl6

I Ptt."""*r;m:o,r


